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ABSTRACT 

This study explores the implementation of customary land redistribution programs in Biak 

Numfor Regency, Papua Province, focusing on two villages: Urfu and Sanumi. Customary land 

redistribution differs from state land redistribution as it requires more contextual and culturally sensitive 

approaches, especially considering the dominance of customary land tenure in Biak Numfor. The purpose 

of this study is to examine the processes and mechanisms of land redistribution carried out in the two 

villages, as well as the impact of this program on the roles and authority of traditional leaders. 

This research employs a qualitative method with a descriptive-historical approach. The study 

describes the stages of customary land redistribution, including the release of land rights by customary 

leaders, land inventory, mapping, and the issuance of land ownership certificates by the Biak Numfor 

Land Office. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies, using both 

primary and secondary data sources. 

The findings indicate that the land redistribution programs implemented in Urfu in 2023 and in 

Sanumi in 2024 successfully provided land certificates to indigenous communities. However, the program 

also led to significant changes in the authority of traditional leaders. Prior to redistribution, they held 

full control over customary land (ulayat), but after certification in the name of individuals, their collective 

authority was diminished. This shift presents new challenges in preserving customary values while also 

creating opportunities for integrating national legal systems with local customary norms. 

Keywords: Land Redistribution, Customary Land, Traditional Leaders, Biak Numfor Regency
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Reforma Agraria merupakan program pemerintah untuk mengelola dan menata 

kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Kebijakan Reforma Agraria adalah 

upaya pemerintah untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui 

penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat 

Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pada Pasal 1 (2) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia mengatakan penataan aset adalah penataan 

kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka 

menciptakan keadilan dibidang penguasaan dan pemilikan tanah. Aset harus 

beriringan dengan penataan akses dimana peraturan penataan aset dilakukan dengan 

cara menata kembali pemilikan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 

melalui kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset (Winarso et al., 2022:128). 

Penataan aset dan penataan akses harus beriringan karena keduanya saling terkait dan 

mempengaruhi satu sama lain. Alasan lainnya adalah untuk menghindari konflik yang 

timbul dari perebutan hak-hak akses atas aset, meningkatkan efisiensi, meningkatkan 

keadilan, mengoptimalkan penggunaan aset, dan meningkatkan kesejahteraan. 

Legalisasi aset yaitu proses administrasi pertanahan yang mana meliputi 

yurisdiksi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan 

dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas 

tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah (Muljono, 2016). Pendaftaran tanah 

merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak untuk wujud jaminan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang hasilnya adalah sertifikat tanah 

(Wulansari et al., 2021). Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara sporadik dan 

sistematis, secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau perseorangan. Sementara 

pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 
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kali yang dilakukan secara serentak atau masal yang meliputi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan dan dilakukan atas prakarsa pemerintah seperti program srtategis 

nasional dari pemerintah yaitu PRONA, PTSL, dan Redistribusi Tanah. Pendaftaran 

tanah sporadik dan sistematis memiliki persamaan yaitu keduanya adalah ajudikasi 

pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali, keduanya dapat dilakukan secara 

serentak. Kemudian perbedaannya yaitu pendaftaran tanah sistematis dibiayai oleh 

pemerintah, semua objek pendaftaran tanah didaftarkan, dilaksanakan atas 

permintaan dari pemerintah. Pendaftaran tanah sporadik dibiayai secara pribadi oleh 

pemilik pihak yang berkepentingan, hanya satu atau beberapa objek pendaftaran 

tanah yang didaftarkan dan dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. 

Redistribusi tanah merupakan upaya awal yang dilakukan melalui reforma 

agraria untuk pembagian tanah yang dikuasai negara secara adil agar dapat tercapai 

kepastian hak atas tanah dari hasil redistribusi tanah (Farida, 2016). Pada Pasal 1 (9) 

Perpres RI Nomor 62 Tahun 2023 berbunyi Redistribusi tanah adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau 

pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) 

kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah. 

TORA meliputi Kawasan Hutan, non-Kawasan Hutan dan hasil penyelesaian Konflik 

Agraria. Redistribusi tanah terdiri atas penetapan objek Redistribusi Tanah dan 

pelaksanaan Redistribusi Tanah. Penetapan objek dapat berasal dari kawasan alokasi 

TORA 20% pelepasan kawasan hutan yang dapat diusahakan untuk berkebun, 

Kawasan HPK-TP (hutan produksi konversi-tanah pengganti) dan program 

pencetakan sawah baru. Objek Redistribusi tanah yang diberikan untuk Reforma 

Agraria sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luasan maksimal 5 hektare. 

Penetapan objek tanah s e s u a i Perpres RI Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 28 

mengatakan Penetapan Objek Redistribusi tanah dari non-Kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Pelaksanaan 

Redistribusi Tanah meliputi beberapa tahapan yaitu sosialisasi dan penyuluhan oleh 

kantor pertanahan atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di lokasi objek 

Redistribusi Tanah, Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek Redistribusi 
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Tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional 

setelah ada penetapan objek Reforma Agraria, pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional, Penetapan 

objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan 

nasional berdasarkan Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria 

kabupaten/kota, penetapan subjek Redistribusi TORA oleh bupati/wali kota 

berdasarkan Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten/kota, 

pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat Keputusan Redistribusi Tanah 

oleh kantor pertanahan, penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah oleh 

kantor pertanahan. Redistribusi tanah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan 

penguasaan tanah. 

Di Papua terdapat 2 jenis penguasan dan pemilikan tanah yaitu secara negara 

dan adat yang mana dikenal dengan istilah Tanah Negara dan Tanah Adat. Tanah 

Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dimiliki oleh pihak 

lain, tanah negara dapat berupa tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau 

penetapan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, dan lainnya. Tanah adat 

merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh masyarakat hukum adat dan telah 

diakui sejak zaman dahulu. Tanah adat adalah gambaran dari hak ulayat yang 

merupakan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat (Shebubakar & 

Raniah, 2021). 

Tanah adat di Papua dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat suatu 

wilayah adat yang dikenal dengan sebutan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan hak 

tertinggi dalam masyarakat hukum adat. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang tanah ulayat, yaitu pasal 3 

yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 

pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat 

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan 

peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi . Tanah hak ulayat masyarakat hukum adat 

juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
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2021 Pasal 1 (2) mengatakan Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh 

masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan 

lingkungan hidup warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan 

air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Biak Numfor 

merupakan wilayah adat Papua dengan madyarakat adat dan Hak Ulayat yang telah di 

atur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. 

Kabupaten Biak Numfor terdapat penguasaan dan pemilikan tanah secara 

negara dan adat oleh masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan 

tanah masyarakat adat tersebut pemerintah melakukan legalisasi aset dengan 

menjalankan program pemerintah seperti PRONA, PTSL, dan Redistribusi Tanah. 

Redistribusi tanah telah dilakukan sejak tahun 2019 sampai saat ini 2024, manfaat 

dari redistribusi tanah juga telah dirasakan oleh masyarakat adat yang menjadi 

peserta redistribusi tanah. Tentunya perlakuan dan strategi yang dilakukan 

pemerintah untuk redistribusi tanah di Kabupaten Biak Numfor juga berbeda dari 

wilayah lain di Indonesia karena penguasaan dan pemilikan tanah lebih dominan 

tanah adat. Untuk itu melakukan penelitian tentang pelaksanaan program redistribusi 

tanah yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Biak Numfor di kawasan tanah adat 

serta bagaimana kepemimpinan dan otoritas pimpinan adat atau (nama kepala 

adat/pimpinan adat di Kabupaten Biak) terhadap tanah setelah diredistribusi. 

B. Rumusan Masalah 

Masyarakat Kabupaten Biak Numfor memiliki penguasaan dan pemilikan 

tanah secara adat dan negara yang dikenal dengan tanah adat dan tanah negara, tanah 

adat lebih dominan dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat adat. Tanah ini dikuasai 

oleh masyarakat adat secara turun temurun. Tanah tersebut merupakan sumber hidup 

karena tak sedikit masayarakat adat yang menggantungkan hidup mereka pada tanah 

tersebut untuk mencari makan dan tempat tinggal. Hak ulayat dan masyarakat hukum 

adat telah di atur dalam undang- undang otonomi khusus daerah Papua tahun 2021 

pasal 1 (21) yaitu Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat 

hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup 

para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta 

isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1(20) Masyarakat Hukum 

adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam 

wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa 
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solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Peraturan Presiden Nomor 62 

Tahun 2023 mengatur tentang Pelaksanaan Reforma Agraria dengan menetapkan 

definisi istilah yang digunakan dalam regulasinya, segabaimana percepatan 

implementasi Reforma Agraria dilakukan dengan strategi salah satunya Redistribusi 

tanah. Redistribusi tanah tentunya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat, yang mana tahapan pelaksaannya diatur dalam Perpres 

RI Nomor 62 Tahun 2023 pasal 30 (2). 

Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Biak Numfor sedikit berbeda 

dengan daerah lain di Indonesia karena tanah yang menjadi objek redistribusi ada 

yang berasal dari tanah adat yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun dan 

tempat tinggal, sehingga a d a m e k a n i s m e t e r t e n t u y a n g h a r u s dilakukan 

oleh pemerintah yaitu kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor sebelum sampai 

pada tahapan pelaksanaan redistribusi tanah dan proses tersebut akan berhubungan 

dengan pimpinan adat/keret/mananwir/marga atau yang memiliki peranan penting 

dalam masyarakat adat yang menjadi subjek redistribusi tanah. Lokasi yang menjadi 

objek tersebut ada yang berasal dari tanah pertanian maupun non pertanian. Pada tahun 

2023 Redistribusi tanah dilaksanakan di Desa Urfu dengan jumlah bidang yang 

menjadi target atau objek redistribusi tanah sebanyak 100 bidang tanah, kemudian 

tahun 2024 program redistribusi tanah kembali dilaksanakan di Desa Sanumi dengan 

jumlah objek redistribusi tanah sebanyak 100 bidang tanah. Objek redistribusi tanah 

tersebut berasal dari tanah adat yang telah dilepaskan terlebih dahulu kepada negara 

oleh masyarakat adat pemilik tanah tersebut agar dapat diredistribusikan. Pada tiap 

tahun pelaksanaan ada kendala tersendiri jika lokasi yang ditetapkan sebagai objek 

redistribusi tanah adalah tanah adat karena tiap tanah ulayat atau wilayah tanah adat 

memiliki pimpinan adat atau (sebutan pimpinan adat tiap wilayah suku Biak) 

tersendiri sehingga pendekatan atau mekanisme yang dilakukan setiap tahun pastinya 

ada yang berbeda, dan apakah pelaksanaan Redistribusi tanah sudah tepat atau masih 

harus diperbaiki lagi. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting, 

yaitu: 

1. Bagaimana proses dan mekanisme pelaksanaan program redistribusi tanah 

yang di lakukan di lokasi tanah adat Desa Urfu dan Desa Sanumi ? 

2. Bagaimana program redistribusi tanah yang dilakukan di Desa Urfu dan 

Desa Sanumi mempengaruhi peran dan otoritas pimpinan adat dalam 
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mengelola tanah adat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program 

redistribusi tanah pada kawasan tanah adat kabupaten Biak Numfor yang telah 

dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, mekanisme redistribusi tanah adat adat 

dan kepemimpinan serta otoritas pimpinan adat/ pasca rsdistribusi tanah. Maka 

dari itu, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui proses dan mekanisme pelaksanaan program redistribusi tanah 

adat di Desa Urfu dan Desa Sanumi 

2. Mengetahui pengaruh program redistribusi tanah yang dilakukan di Desa 

Urfu dan Desa Sanumi terhadap peran dan otoritas pimpinan adat. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu : 

 

1. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan mengenai kebijakan Reforma Agraria dalam 

hal legalitas aset melalui redistribusi tanah untuk tanah adat. 

2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanhaan Nasional (STPN), semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat dengan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di 

bidang pertanahan khususnya yang terkait dengan Reforma Agraria. 

3. Untuk pemerintah kabupaten Biak Numfor dan Kantor Pertanahan, semoga 

penelitian ini dapat memberikan regulasi , ide masukan dan pertimbangan 

terkait kebijakan dalam pelaksanaan legalisasi aset pada tanah adat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan redistribusi tanah adat di Desa Urfu dan Desa Sanumi merupakan 

bagian dari program Reforma Agraria yang dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis 

adat. Dalam pelaksanannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor bertindak 

sebagai instansi pelaksana teknis utama yang berperan untuk menjalankan seluruh 

proses redistribusi tanah mulai dari perencanaan kerja, pelaksanaan teknis pengukuran 

dan pemetaan, hingga proses administrasi penerbitan hak atas tanah bagi subjek 

penerima. Kantor Pertanahan juga melibatkan pemerintah desa, serta dewan adat/kepala 

Keret/mananwir dalam penetapan objek dan subjek redistribusi, pemetaan partisipatif, 

hingga pemberian hak secara legal. 

Mekanisme pelaksanaan redistribusi mencerminkan kolaborasi antara lembaga 

negara dan masyarakat adat. Penetapan tanah ulayat/tanah adat dilakukan melalui 

pemetaan adat yang divalidasi secara teknis oleh Kantor Pertanahan, sedangkan 

penetapan subjek penerima hak melibatkan tokoh adat dan musyawarah keret. Desa Urfu 

dan Desa Sanumi, proses ini berjalan lancar karena struktur adat yang terorganisasi dan 

kuat. Sebelum redistribusi, kepala keret/marga/ memegang otoritas mutlak atas 

pengelolaan tanah. Setelah program redistribusi, sebagian kewenangan tersebut 

berpindah ke lembaga formal seperti pemerintah desa dan Kantor Pertanahan, meski 

kepala keret/marga/ tetap memiliki peran penting dalam validasi adat. Hal ini 

menimbulkan dinamika baru antara otoritas adat dan administratif. Masyarakat 

menyambut baik redistribusi tanah karena memberikan kepastian hukum atas 

penguasaan tanah, namun tetap memerlukan penyesuaian sosial dan kultural agar nilai- 

nilai adat tidak hilang dalam proses legalisasi. 

B. Saran 

1. Pemerintah daerah dan BPN diharapkan terus memperkuat pendekatan partisipatif dan 

berbasis adat dalam program redistribusi tanah, dengan memastikan bahwa proses 

legalisasi tidak menghapus struktur sosial dan nilai-nilai budaya lokal. 

2. Bagi peneliti lanjutan disarankan untuk mengkaji dan meneliti dampak jangka panjang 
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redistribusi tanah terhadap kesejahteraan ekonomi, identitas budaya, dan ketahanan 

sosial masyarakat adat, sehingga pelaksanaan reforma agraria dapat terus disesuaikan 

dengan realitas lokal Papua. 
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